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Menimbang :

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak belum
menampung perkembangan peraturan perundang-undangan
saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali,

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan
Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Siak,

b.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880),

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286),

3.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran NegaraTahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4355),

4.



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398):

5.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679):

6.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018),

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Usaha
dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran NegaraNomor
3957),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 157),

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun
2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5748),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322),

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018
Nomor 33),

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor
S7):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Tahun 2020 Nomor 1781),



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157),

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang
Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara,

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman
Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia,

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 760):

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 761),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 762),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 763),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor li Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 764),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dikecualikan pada
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 765),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 766),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor
767),



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan
Barang/Jasab (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 768),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan
(Berita Negara Tahun 2018 Nomor 769),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar
Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita
Negara Tahun 2018 Nomor 770),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan
Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 771),

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan
Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara
Tahun 2018 Nomor 772),

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6),

Peraturan Bupati Siak Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 50):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 104 TAHUN 2019 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 104 Tahun 2019 tentang
Pentujuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 104) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6
disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (3a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) KPA dijabat oleh Pejabat Eselon III atau Pejabat yang diberikan pelimpahan
sebagian kewenangan oleh PA/Kepala OPD untuk melaksanakan pekerjaan
tertentu guna memenuhi kebutuhan barang/jasa yang dibiayai dari APBD.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan berdasarkan pertimbangan kompetensi Jabatan, Anggaran
Kegiatan, Beban Kerja, Lokasi, dan/atau rentang kendali.



(2a)Pelimpahan Sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya diberlakukan pada beberapa OPD, yaitu:

a. Sekretariat Daerah,

b. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Pemukiman,

c. Dinas Kesehatan:

d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan:

e. Badan Keuangan Daerah,

f. Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an.

(3) KPA yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala OPD.

(3a)KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu
oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas pejabat
pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja,

b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya,

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran,

d.mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan,

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-GU,

f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya, dan

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan
oleh pejabat PA.

(5) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas
pelaksanaan tugasnya kepada PA.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan pejabat
pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

(2) PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.



(3)

(4)

(S)

(e)

(7)

(8)

(9)

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis
Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD,

b.menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban
pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan

c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang -

undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a,
meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan,

b.memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan, dan

c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan kepada
PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:

a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan,

b.menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundangundangan, dan

c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab kepada
KPA.
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan, PA/KPA mengambil alih mandat yang dilaksanakan
oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.

(10)Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran
anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali,
dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan kepala
daerah.

(11)Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi.

(12)PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



(13)Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat satu
tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan
manajerial dan berintegritas.

(14)Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN yang
menduduki jabatan struktural satu tingkat dibawah KPA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.

(15)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural,
PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum/pelaksana selaku
PPTK.

(16)Kriteria Pejabat Fungsional Umum/Pelaksana yang ditunjuk menjadi PPTK
sebagai berikut:

a. memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas

b. minimal Golongan III.b dengan masa kerja kepangkatan minimal 2 (dua)
tahun.

c. tidak pernah dikenakan sanksi hukuman disiplin.

. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat
(la), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

3.

Pasal9

(1) PPTK yang Cuti, Sakit atau karena sesuatu hal berhalangan apabila
melebihi 1 (satu) bulan maka PA/KPA mengganti PPTK dan diadakan berita
acara serah terima keadaan fisik kegiatan yang menjadi tanggung
jawabnya.

(la) Dalam hal suatu kegiatan/sub kegiatan konstruksi yang didalamnya terdiri
atas beberapa paket pekerjaan maka dapat di tunjuk lebih dari 1(satu)
orang PPTK atas sub suatu kegiatan/sub kegiatan konstruksi berkenaan.

(2) PPTK yang pada tahun anggaran yang bersangkutan dimutasikan dari
OPD, maka selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai
tanggal diberlakukan mutasi, PA/KPA menetapkan penggantinya dan
diadakan berita acara serah terima keadaan fisik, kecuali ditentukan lain.

, Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:4.

Pasal 14

(1) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan
yang dikelolanya setelah:

Aa. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

b. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

C. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.



(2) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi.

(3) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran
yang dilaksanakannya.

(4) Bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan
pada satuan kerja dalam OPD dapat dibantu oleh pembantu pembantu
bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala OPD.

(5) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak boleh
merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Djtetapkan di Siak Sri Indrapura
a tanggal 19 Maret 2021

TI

FEDRI
1

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada al (9 Maret 2021

SEKRET DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 325


